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Abstract
This study aims to examine the influence of patient culture on their understanding of
disease and treatment, as well as the implications of hospital health law in accommodating
cultural differences to improve the quality of health services. Patient culture includes
beliefs, values, language, and traditional practices that significantly shape perceptions and
responses to treatment received. This study uses a literature review method with a
descriptive-analytical approach to health law, patient culture, and hospital service
literature. The results show that a lack of cultural sensitivity in healthcare services has the
potential to cause misunderstandings, treatment refusal, and the risk of treatment failure,
while also increasing the risk of legal litigation for hospitals. Therefore, hospitals are
required to apply the principle of non-discrimination, provide easily understandable
information, and develop cultural competence policies and training for medical personnel.
Clear legal implications and integrative cultural-legal strategic steps are key to creating
inclusive, dignified, and effective healthcare services. This study provides conceptual and
practical contributions to the development of culturally responsive healthcare systems in
Indonesia and other multicultural countries.
Keywords: patient culture, disease understanding, treatment, health law, hospital
services, cultural sensitivity, cultural competence.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh budaya pasien terhadap pemahaman
mereka mengenai penyakit dan pengobatan, serta implikasi hukum kesehatan rumah
sakit dalam mengakomodasi perbedaan budaya untuk meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan. Budaya pasien mencakup keyakinan, nilai, bahasa, dan praktik tradisional
yang secara signifikan membentuk persepsi dan respons terhadap pengobatan yang
diterima. Kajian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif-
analitis pada literatur hukum kesehatan, budaya pasien, dan pelayanan rumah sakit.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sensitivitas budaya dalam pelayanan
kesehatan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, penolakan pengobatan, dan
risiko kegagalan terapi, sekaligus meningkatkan risiko litigasi hukum bagi rumah sakit.
Oleh karena itu, rumah sakit wajib menerapkan prinsip nondiskriminasi, memberikan
informasi yang mudah dipahami, dan mengembangkan kebijakan serta pelatihan
cultural competence bagi tenaga medis. Implikasi hukum yang jelas dan langkah
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strategis integratif budaya-hukum menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan
kesehatan yang inklusif, bermartabat, dan efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi
konseptual dan praktis untuk pengembangan sistem pelayanan kesehatan responsif
budaya di Indonesia dan negara multikultural lainnya.

Kata kunci: budaya pasien, pemahaman penyakit, pengobatan, hukum kesehatan,
pelayanan rumah sakit, sensitivitas budaya, cultural competence.

Pendahuluan

Pelayanan kesehatan modern pada hakikatnya bukan hanya berfokus pada
aspek teknis medis semata, melainkan juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan
hukum yang mendasari interaksi antara pasien dan tenaga kesehatan. Budaya pasien
memainkan peran fundamental dalam membentuk persepsi tentang penyakit, cara
pandang terhadap kesehatan, serta respons terhadap tindakan pengobatan yang
diberikan oleh rumah sakit. Pemahaman ini tidak dapat diabaikan, sebab
ketidaksesuaian antara pendekatan medis yang bersifat ilmiah dengan keyakinan atau
nilai budaya pasien sering memunculkan kesalahpahaman, penolakan, atau bahkan
kegagalan terapi (Ananda, 2022).

Dalam konteks pelayanan kesehatan di rumah sakit, masyarakat yang heterogen
menunjukkan bahwa pasien tidak datang dengan latar belakang budaya yang seragam.
Ada pasien yang memiliki keyakinan kuat terhadap pengobatan tradisional, ada pula
yang lebih percaya pada metode ilmiah modern, sementara sebagian lainnya mencoba
memadukan keduanya (Masic, 2014). Perbedaan ini menuntut adanya sensitifitas
budaya (cultural sensitivity) dari tenaga medis dan institusi rumah sakit agar pelayanan
yang diberikan tidak hanya berbasis standar profesi, tetapi juga mempertimbangkan
nilai, kepercayaan, serta kebiasaan pasien. Ketika budaya diabaikan, potensi resistensi
pasien terhadap anjuran pengobatan medis semakin besar, sehingga ekspektasi
kesembuhan menjadi sulit dicapai (Zhelev, 2025¢).

Budaya dalam hal ini tidak terbatas pada aspek kepercayaan mistis atau tradisi
pengobatan alternatif, melainkan juga meliputi bahasa, sistem komunikasi, struktur
keluarga, hingga persepsi terhadap sakit dan sehat yang ditanamkan secara turun-
temurun. Sebagai contoh, ada kelompok masyarakat yang menganggap penyakit
sebagai ujian spiritual sehingga lebih memilih doa dan ritual keagamaan dibandingkan
obat medis. Ada pula kelompok yang memahami sakit sebagai gangguan keseimbangan
dalam tubuh yang harus diatasi dengan ramuan tradisional. Kondisi demikian
menegaskan bahwa budaya membentuk kerangka berpikir pasien dalam memahami
penyebab penyakit sekaligus menentukan pilihan pengobatannya (Reis, 2020b).

Di sisi lain, hukum kesehatan mengamanatkan bahwa rumah sakit wajib
memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, keadilan, dan
penghormatan terhadap martabat manusia. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan
informasi secara jelas, memperoleh pelayanan yang bermutu, serta dihargai latar
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belakang identitas budayanya (1. U. Mistri, 2023). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas
kesehatan tanpa terkecuali. Artinya, perbedaan budaya seharusnya menjadi perhatian
utama rumah sakit dalam penyelenggaraan layanan, bukan sekadar faktor tambahan
yang sering diabaikan (Zhelev, 2025b).

Namun, pada praktiknya, tidak sedikit rumah sakit yang masih menghadapi
tantangan dalam mengakomodasi perbedaan budaya pasien. Keterbatasan tenaga
medis yang memahami komunikasi lintas budaya, kurangnya sarana penerjemah bagi
pasien asing atau masyarakat minoritas, hingga belum adanya kebijakan standar cultural
competence menjadi masalah nyata (Chilukuri, 2024). Akibatnya, banyak pasien merasa
tidak dipahami secara utuh, mengalami ketidakpuasan layanan, bahkan berujung pada
tindakan hukum karena dianggap telah terjadi pelanggaran hak pasien. Fenomena ini
menunjukkan bahwa sensitifitas budaya dalam pelayanan kesehatan bukan hanya
persoalan komunikasi, melainkan juga berimplikasi pada konsekuensi hukum rumah
sakit (Su, 2025b).

Pengaruh budaya terhadap pemahaman penyakit juga berdampak pada
kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Pasien yang memiliki keyakinan budaya
tertentu bisa saja menolak prosedur medis seperti operasi, vaksinasi, atau transfusi
darah, meskipun secara medis tindakan tersebut bersifat menyelamatkan.
Ketidakpatuhan ini dapat menyebabkan komplikasi dan memperburuk kondisi pasien
(Sijabat, 2025). Bagi tenaga medis, situasi tersebut bukan sekadar masalah Kklinis,
melainkan juga dilema etis dan hukum. Di satu sisi, dokter terikat sumpah profesi untuk
menyelamatkan pasien, tetapi di sisi lain, hak pasien untuk menolak pengobatan harus
tetap dihormati (Oberlander, 2018).

Dalam perspektif rumah sakit, implikasi hukum yang timbul akibat perbedaan
budaya pasien menuntut perumusan strategi pelayanan berbasis inklusivitas hukum dan
kultural. Rumah sakit tidak hanya diwajibkan mematuhi standar akreditasi dan regulasi
resmi, tetapi juga harus memiliki kebijakan internal mengenai pelayanan sensitif budaya.
Misalnya, penyediaan tim konselor budaya, program edukasi tenaga kesehatan
mengenai cultural competence, serta kebijakan fleksibilitas pada praktik ritual pasien
selama tidak mengganggu proses medis utama. Hal ini bertujuan agar pelayanan rumah
sakit tidak hanya memenuhi aspek teknis medis, melainkan juga memberi jaminan
perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis (Oberlander, 2021).

Keberadaan hukum kesehatan yang mengikat rumah sakit menjadi landasan
penting dalam menjawab keragaman budaya pasien. Regulasi tentang hak pasien tidak
sekadar aturan formal, tetapi instrumen perlindungan yang memastikan adanya
keadilan akses layanan kesehatan. Rumah sakit berkewajiban mencegah segala bentuk
diskriminasi yang berbasis ras, bahasa, agama, atau tradisi. Jika rumah sakit gagal
mengakomodasi hal ini, maka konsekuensi hukum yang muncul dapat berupa sanksi
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administrasi, denda, atau tuntutan pidana apabila terbukti melanggar hak pasien
(Zhelev, 2025a). Konteks ini memperlihatkan betapa erat keterkaitan antara hukum
kesehatan dengan aspek budaya dalam praktik pelayanan kesehatan. Selain menjamin
kepatuhan hukum, penyelarasan pelayanan rumah sakit dengan budaya pasien juga
meningkatkan kualitas hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan. Pasien yang
merasa dihormati budayanya akan lebih terbuka dalam komunikasi, lebih percaya pada
tenaga medis, dan lebih patuh pada anjuran pengobatan (Reis, 2020a). Sebaliknya,
ketika pasien merasa identitas budayanya terabaikan, maka kepercayaan terhadap
rumah sakit menurun sehingga tingkat kepuasan dan keberhasilan terapi ikut merosot.
Hal ini menguatkan pentingnya mengintegrasikan pemahaman budaya dalam kerangka
hukum rumah sakit sebagai strategi meningkatkan mutu pelayanan (Tandry, 2024).

Fenomena globalisasi dan mobilitas manusia lintas daerah bahkan lintas negara
semakin memperkaya keragaman budaya pasien di rumah sakit Indonesia. Banyaknya
tenaga kerja asing, wisatawan, maupun migran menambah kompleksitas budaya yang
harus dihadapi tenaga medis. Situasi ini menuntut kesiapan rumah sakit untuk
memahami perspektif multikultural dalam konteks kesehatan. Rumah sakit yang gagal
membaca dinamika tersebut akan tertinggal, bahkan berisiko menghadapi litigasi
hukum akibat diskriminasi layanan (M. Y. Han, 2017).

Di tingkat empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang
lebih komprehensif tentang bagaimana budaya pasien memengaruhi pemahaman
terhadap penyakit dan pengobatan, sekaligus bagaimana rumah sakit meresponsnya
dalam bingkai hukum kesehatan. Dengan memadukan pendekatan teori budaya
kesehatan dan analisis yuridis, penelitian ini mampu memperlihatkan hubungan timbal
balik yang nyata antara aspek kultural pasien dan mekanisme perlindungan hukum
rumah sakit. Hasil penelitian ini tidak hanya relevan bagi tenaga kesehatan, tetapi juga
bagi pembuat kebijakan dan pengelola rumah sakit dalam merumuskan langkah
strategis.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kajian pustaka
(literature review), yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah,
mengkritisi, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, baik berupa buku,
jurnal ilmiah, regulasi, maupun dokumen resmi terkait budaya pasien, perspektif
kesehatan, dan hukum kesehatan rumah sakit (Eliyah & Aslan, 2025). Kajian pustaka ini
difokuskan pada pencarian literatur yang mengkaji hubungan budaya dengan
pemahaman pasien terhadap penyakit serta literatur hukum yang menjelaskan
kewajiban rumah sakit dalam mengakomodasi perbedaan budaya menurut Undang-
Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, dan regulasi tentang hak pasien.
Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan temuan dari
berbagai referensi untuk menemukan pola, kesamaan, maupun perbedaan, sehingga
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dapat ditarik suatu sintesis mengenai pengaruh budaya pasien terhadap kepatuhan
pengobatan serta implikasinya terhadap hukum kesehatan dalam meningkatkan mutu
pelayanan rumah sakit (Baumeister & Leary, 2020).

Hasil dan Pembahasan
Pengaruh Budaya Pasien terhadap Pemahaman Penyakit dan Pengobatan

Budaya merupakan salah satu faktor determinan yang memengaruhi cara
individu dan komunitas memahami penyakit dan kesehatan. Dalam konteks kesehatan,
budaya tidak hanya dipahami sebagai warisan tradisi, tetapi juga sebagai sistem
pengetahuan, nilai, dan keyakinan yang membentuk persepsi individu terhadap sakit
serta respons terhadap upaya penyembuhan. Dengan demikian, budaya berfungsi
sebagai filter dalam menafsirkan penyebab penyakit, cara mencari pertolongan, hingga
penerimaan terhadap prosedur pengobatan medis (Su, 2025a).

Pasien yang berasal dari latar belakang budaya tertentu seringkali menafsirkan
penyakit dengan sudut pandang yang berbeda dibandingkan perspektif medis modern.
Sebagian pasien mungkin menganggap penyakit sebagai akibat ketidakseimbangan
unsur dalam tubuh, sementara lainnya melihat penyakit sebagai cobaan spiritual atau
gangguan supranatural. Perbedaan paradigma ini menjelaskan mengapa sebagian
pasien menunda pencarian pengobatan medis, memilih pengobatan tradisional terlebih
dahulu, atau bahkan menolak tindakan medis tertentu (Ruslina, 2020).

Bahasa sebagai unsur budaya juga memiliki peran penting dalam memengaruhi
pemahaman pasien terhadap penyakit. Pasien yang tidak menguasai bahasa medis atau
bahasa tenaga kesehatan sering mengalami kesalahpahaman dalam menerima
informasi. Misalnya, istilah teknis seperti "hipertensi", "diabetes", atau "terapi invasif"
tidak selalu dipahami dengan benar, sehingga pasien mengandalkan interpretasi pribadi
atau penjelasan dari keluarga (Mannion, 2018). Akibatnya, kesenjangan pemahaman ini
dapat menurunkan tingkat kepatuhan terhadap terapi yang diberikan tenaga medis.
Selain bahasa, sistem nilai dan keyakinan keagamaan juga memengaruhi sikap pasien
terhadap penyakit. Banyak komunitas yang mengaitkan sakit dengan keberkahan atau
ujian Tuhan, sehingga pengobatan dianggap kurang penting dibanding doa atau ritual
keagamaan. Dalam kasus lain, keyakinan agama tertentu dapat membatasi prosedur
medis tertentu seperti transfusi darah atau penggunaan bahan yang dilarang syariat.
Situasi ini seringkali menimbulkan dilema bagi tenaga medis dalam menentukan
tindakan yang tepat, sekaligus menegaskan pentingnya pemahaman budaya dalam
praktik klinis (Whyle, 2020).

Struktur keluarga dalam budaya juga menjadi faktor yang memengaruhi
pengambilan keputusan medis. Pada beberapa budaya, keputusan terkait kesehatan
pasien tidak diambil secara individual, tetapi melalui musyawarah keluarga. Misalnya,
keputusan besar seperti operasi sering menunggu persetujuan anggota keluarga inti.
Hal ini dapat memperlambat proses perawatan medis, namun pada saat yang sama
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menjadi ekspresi solidaritas budaya yang harus dihormati. Rumah sakit yang tidak
memahami konteks ini berisiko menghadapi resistensi atau ketidakpuasan dari pasien
dan keluarganya (Joshi, 2022).

Pengaruh budaya juga tercermin dalam praktik penggunaan obat dan terapi.
Beberapa pasien memiliki kebiasaan mengonsumsi ramuan tradisional atau jamu
sebelum atau bersamaan dengan obat medis. Walaupun sebagian jenis ramuan
memang memiliki efek farmakologis tertentu, ketidaktahuan mengenai interaksi obat
tradisional dengan obat kimia dapat menimbulkan efek samping yang merugikan.
Namun, pasien pada umumnya tidak mempertimbangkan aspek ilmiah tersebut karena
telah terbiasa dengan nilai budaya yang diwariskan turun-temurun (Wulandari, 2025b).

Dalam praktik sehari-hari, budaya pasien seringkali memengaruhi tingkat
kepatuhan terhadap jadwal kunjungan kontrol. Beberapa pasien dari budaya tertentu
cenderung percaya bahwa jika gejala berkurang, maka obat dapat dihentikan tanpa
konsultasi medis. Hal ini disebabkan oleh kerangka pikir bahwa "kesembuhan' adalah
hilangnya gejala, bukan kondisi stabil secara klinis. Akibatnya, pasien rentan mengalami
kekambuhan atau komplikasi karena menghentikan terapi lebih awal (Pilli, 2024).

Tidak jarang, budaya juga memengaruhi konsep pasien tentang rasa sakit. Dalam
beberapa kultur, mengekspresikan rasa sakit dianggap wajar bahkan perlu agar orang
lain memahami penderitaan. Sebaliknya, dalam kultur lain, mengeluhkan rasa sakit
dianggap kelemahan sehingga pasien cenderung diam meskipun menanggung nyeri
berat. Perbedaan cara mengomunikasikan nyeri ini berimplikasi langsung terhadap
diagnosis dan pengambilan keputusan medis. Jika dokter tidak mampu memahami
konteks budaya pasien, risiko kesalahan diagnosis dan pemberian terapi meningkat
(Pratama, 2021).

Hal lain yang tidak bisa diabaikan adalah stigma budaya terhadap penyakit
tertentu. Penyakit seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, atau gangguan jiwa seringkali
mendapat stigma sosial negatif dalam masyarakat tertentu. Stigma ini menyebabkan
pasien enggan melapor, menyembunyikan kondisinya, atau merasa malu mencari
bantuan medis. Pemahaman budaya masyarakat yang memberi label negatif tersebut
berperan besar dalam keterlambatan diagnosis dan rendahnya kepatuhan pasien dalam
pengobatan jangka Panjang (Widiyastuty, 2023).

Budaya juga membentuk ekspektasi pasien terhadap layanan kesehatan rumah
sakit. Pasien dari kultur paternalistik mungkin lebih mempercayai otoritas dokter tanpa
banyak bertanya, sementara pasien dari budaya egaliter berharap adanya diskusi
terbuka dalam pengambilan keputusan medis. Perbedaan ekspektasi ini dapat
menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Dokter yang terbiasa mengambil alih
keputusan bisa dianggap arogan oleh pasien dari kultur egaliter, sementara pasien
paternalistik bisa dianggap pasif atau kurang kooperatif dalam budaya komunikasi
interaktif (Wulandari, 2025a).
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Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, tantangan ini semakin
kompleks. Setiap etnis memiliki pandangan unik mengenai tubuh, kesehatan, dan
penyakit. Misalnya, sebagian masyarakat adat masih mempercayai praktik pengobatan
berbasis ritual, sementara suku lain lebih terbuka terhadap pengobatan modern.
Keragaman tersebut menuntut tenaga kesehatan untuk memiliki kompetensi lintas
budaya (cultural competence) agar mampu memahami dan merespons kebutuhan
pasien secara tepat tanpa mengabaikan hakikat medis (Kusnanda & Kusumapradja,
2025).

Pengaruh budaya pasien juga terbukti berkaitan erat dengan tingkat
keberhasilan program kesehatan publik. Contohnya dalam vaksinasi, banyak penolakan
muncul bukan karena kurangnya akses, melainkan karena faktor budaya dan keyakinan.
Resistensi ini menegaskan bahwa kebijakan kesehatan tanpa mempertimbangkan nilai
budaya masyarakat berpotensi tidak efektif. Oleh karena itu, perspektif budaya harus
menjadi bagian dari strategi pelayanan yang lebih luas. Untuk menghadapi dinamika
tersebut, peran rumah sakit menjadi penting dalam menyediakan fasilitas dan
pendekatan yang sensitif terhadap budaya pasien (Hehalatu, 2025). Dokter, perawat,
dan tenaga medis perlu diberikan pelatihan cultural competence guna membekali
mereka dengan kemampuan komunikasi lintas budaya, pemahaman nilai lokal, serta
strategi menyampaikan edukasi kesehatan yang persuasif tanpa menimbulkan
resistensi. Rumah sakit yang berhasil mengintegrasikan aspek budaya ke dalam
pelayanannya akan lebih mudah membangun kepercayaan pasien dan meningkatkan
kesuksesan terapi (Widjaja, 2023).

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa budaya pasien memiliki pengaruh
signifikan dalam membentuk pemahaman terhadap penyakit dan pengobatan. Budaya
memengaruhi persepsi penyakit, keputusan mencari pertolongan, kepatuhan terapi,
hingga hubungan dengan tenaga medis. Tanpa pemahaman budaya, pelayanan
kesehatan cenderung menghadapi hambatan komunikasi, resistensi tindakan medis,
serta risiko rendahnya keberhasilan terapi. Oleh karena itu, integrasi aspek budaya
dalam pelayanan medis bukan hanya suatu kebutuhan praktis, melainkan juga tanggung
jawab moral dan etis dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Implikasi Hukum Kesehatan Rumah Sakit dalam Mengakomodasi Perbedaan Budaya
untuk Peningkatan Pelayanan

Dalam sistem pelayanan kesehatan, rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai
fasilitas penyembuhan medis, tetapi juga sebagai institusi yang wajib menghormati hak-
hak pasien sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional. Indonesia
sebagai negara hukum menempatkan pelayanan kesehatan dalam koridor regulasi yang
ketat, yang mengatur aspek pelayanan, hak pasien, dan kewajiban penyelenggara.
Ketentuan ini secara eksplisit menuntut agar rumah sakit mampu mengakomodasi
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perbedaan budaya pasien sebagai bagian dari hak atas pelayanan yang adil dan tanpa
diskriminasi (Rogers, 2020).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit meletakkan dasar hukum pelaksanaan hak-
hak pasien, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan
kebutuhan dan keyakinan budaya mereka. Dalam konteks ini, rumah sakit wajib
menyediakan layanan yang tidak hanya memperhatikan standar medis, tetapi juga
menghormati budaya, bahasa, dan keyakinan pasien sebagai bagian integral dari hak
asasi manusia (Tringale, 2022).

Prinsip nondiskriminasi yang terkandung dalam hukum kesehatan menegaskan
bahwa tidak boleh ada perlakuan berbeda yang merugikan pasien karena latar belakang
budaya, agama, atau bahasa. Diskriminasi tersebut dapat berwujud dalam menolak
pasien berdasarkan suku atau adat istiadatnya, atau mengabaikan kebutuhan khusus
terkait budaya yang berhubungan dengan pengobatan. Pelanggaran prinsip ini dapat
berakibat pada tuntutan hukum administratif bahkan pidana terhadap rumah sakit atau
tenaga medis yang bersangkutan (Carney, 2011). Selain itu, hak pasien untuk
mendapatkan informasi yang mudah dimengerti menjadi fokus penting dalam hukum
kesehatan. Pemberian informasi medis harus mempertimbangkan faktor budaya dan
bahasa agar pasien benar-benar memahami kondisi dan pilihan pengobatan yang
tersedia. Rumah sakit wajib menyediakan penerjemah bahasa atau tenaga kesehatan
yang kompeten secara kultural agar komunikasi berjalan efektif, sehingga informed
consent yang sah dapat diperoleh tanpa paksaan dan kesalahan persepsi (Huang, 2022).

Pelayanan kesehatan yang sensitif terhadap budaya pasien juga memiliki
implikasi langsung terhadap pengurangan risiko malpraktik. Ketidaksesuaian
komunikasi dan ketidakpahaman pasien terhadap prosedur medis sering menjadi
sumber konflik dan gugatan malpraktik. Oleh karena itu, rumah sakit yang secara
proaktif mengadopsi kebijakan pelayanan berbasis kompetensi budaya tidak hanya
menjamin kualitas pelayanan, tetapi juga mengurangi risiko litigasi yang mahal dan
merusak reputasi institusi (Pognon, 2025).

Dalam kerangka hukum, rumah sakit memiliki kewajiban menjalankan tata kelola
pelayanan yang transparan dan akuntabel. Ini termasuk mencatat dan
mendokumentasikan kebutuhan budaya pasien serta bagaimana penanganan khusus
disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Dokumen ini dapat menjadi alat bukti penting
dalam menghadapi sengketa hukum, sekaligus menunjukkan komitmen rumah sakit
terhadap pelayanan yang menghormati keragaman budaya (I. Mistri, 2023).

Implementasi kebijakan pengakomodasian budaya dalam pelayanan rumah sakit
juga berkaitan dengan perlindungan tenaga medis dan staf kesehatan. Dengan adanya
pedoman dan pelatihan cultural competence, risiko kesalahpahaman dan konflik
budaya dapat diminimalisasi sehingga tenaga medis dapat menjalankan tugasnya
dengan rasa aman dan profesional tanpa melanggar hukum. Pelatihan ini menjadi
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bagian dari tanggung jawab manajemen rumah sakit dalam memenuhi aspek legal dan
etis (Walkowska, 2023).

Dari sisi hukum perdata, ketidakmampuan rumah sakit mengakomodasi
perbedaan budaya pasien dapat menimbulkan gugatan ganti rugi atas kelalaian
pelayanan (negligence). Misalnya, apabila penolakan pasien terhadap prosedur
tertentu karena alasan budaya tidak diperhatikan, dan kemudian berujung pada
komplikasi medis, keluarga pasien dapat mengklaim adanya pengingkaran kewajiban
profesional. Kasus semacam ini memperjelas bahwa aspek budaya bukan sekadar
tambahan, melainkan unsur yang harus menjadi bagian sistematis layanan (M. Han,
2017).

Di ranah hukum pidana, terdapat pula risiko apabila perlakuan terhadap pasien
melanggar hak asasi manusia. Contohnya, perlakuan kasar atau diskriminatif terhadap
pasien berbasiskan budaya tertentu dapat dikenai pasal pelanggaran HAM. Rumah sakit
dan tenaga medis harus waspada terhadap konflik budaya yang bisa berubah menjadi
tindakan kekerasan atau diskriminasi, karena dampaknya tidak hanya pada level etik,
tetapi juga hukum pidana (Ritonga, 2024).

Sebagai instrumen pengatur, pemerintah telah mengeluarkan berbagai
peraturan pelaksana terkait hak pasien yang mendukung pelayanan sensitif budaya,
seperti Peraturan Menteri Kesehatan tentang hak pasien dan informed consent.
Peraturan ini mengikat rumah sakit untuk beradaptasi dan mengintegrasikan
pendekatan budaya dalam prosedur-prosedur standar mereka. Pelanggaran terhadap
peraturan ini bisa berujung sanksi administratif berupa peringatan, pencabutan izin,
hingga sanksi denda (Siregar, 2021). Namun, kendala dalam praktik acapkali masih
ditemukan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam cultural
competence, minimnya anggaran untuk pelatihan dan perangkat penerjemah, serta
kebijakan internal rumah sakit yang belum sepenuhnya mendukung. Kondisi ini menjadi
tantangan signifikan bagi rumah sakit untuk dapat menjalankan fungsi hukum mereka
secara optimal dalam menghadapi budaya beragam pasien (Pravitasari, 2024).

Dalam konteks ini, pengembangan model pelayanan kesehatan yang
menjunjung tinggi keberagaman budaya juga harus dilengkapi dengan penguatan
sistem hukum internal rumah sakit. Misalnya, pembentukan komite etika yang memiliki
kemampuan menangani konflik budaya, penyusunan protokol komunikasi lintas budaya
yang didokumentasikan secara resmi, serta audit kepatuhan terhadap hak pasien dari
perspektif budaya. Sistem ini akan menjadi alat strategis bagi rumah sakit untuk
menghadapi risiko hukum sekaligus meningkatkan mutu layanan (Miyamoto, 2021).

Penerapan regulasi hukum yang berorientasi pada pengakuan perbedaan
budaya pasien tidak saja penting untuk pengelolaan risiko hukum, tetapi juga untuk
peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi rumah sakit. Kepercayaan ini
berdampak langsung pada peningkatan kunjungan pasien, kepatuhan pengobatan, dan
hasil kesehatan yang lebih baik. Dengan kata lain, pelayanan yang menghormati budaya
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adalah fondasi hukum dan sosial menuju rumah sakit yang inklusif dan berkelanjutan
(Awasom, 2024).

Studi ini pun menegaskan bahwa kewajiban hukum rumah sakit tidak berhenti
pada pemenuhan standar medis teknis, namun juga harus memperhitungkan dimensi
kultural sebagai bagian dari perlindungan hukum pasien. Hal ini menuntut sinergi antara
aspek regulasi, kebijakan rumah sakit, pelatihan tenaga medis, dan kesadaran budaya
masyarakat agar keberagaman budaya tidak menjadi penghambat suksesnya pelayanan
(Almutairi, 2022).

Dengan demikian, implikasi hukum kesehatan dalam mengakomodasi
perbedaan budaya menuntut rumah sakit menerapkan pendekatan terpadu yang
memadukan aspek hukum, etika, dan budaya secara holistik. Penegakan regulasi yang
efektif dan pelaksanaan kebijakan berbasis sensitivitas budaya akan memperkuat
kualitas pelayanan kesehatan serta menjamin hak-hak pasien terpenuhi tanpa
diskriminasi. Hal ini pada akhirnya mampu mengakselerasi peningkatan mutu pelayanan
rumah sakit yang responsif terhadap tantangan multikulturalisme di era globalisasi.

Kesimpulan

Budaya pasien memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap cara mereka
memahami penyakit dan menerima pengobatan. Budaya membentuk persepsi pasien
tentang penyebab penyakit, cara mencari pengobatan, dan kepatuhan terhadap terapi
medis yang direkomendasikan. Faktor budaya seperti bahasa, sistem nilai, keyakinan
agama, serta struktur keluarga turut menentukan sikap dan perilaku pasien dalam
proses penyembuhan, sehingga pelayanan kesehatan yang efektif harus mampu
mengenali dan menyesuaikan diri dengan keragaman budaya ini.

Selanjutnya, dari sisi hukum kesehatan, rumah sakit memiliki kewajiban dan
tanggung jawab yang jelas berdasarkan regulasi nasional untuk mengakomodasi
perbedaan budaya pasien dalam pelayanan. Implementasi prinsip nondiskriminasi,
pemenuhan hak atas informasi yang mudah dipahami, serta pemberian pelayanan yang
sensitif budaya merupakan aspek hukum krusial guna menjamin hak pasien terpenuhi
secara adil dan bermartabat. Kegagalan rumah sakit dalam mengakomodasi aspek
budaya tidak hanya mengganggu kualitas layanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan
konsekuensi hukum yang serius, termasuk risiko tuntutan malpraktik dan pelanggaran
hak asasi.

Terakhir, integrasi pendekatan budaya dan hukum kesehatan dalam sistem
pelayanan rumah sakit merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu dan
keadilan layanan kesehatan. Pendidikan tenaga medis tentang cultural competence,
kebijakan internal rumah sakit yang responsif terhadap kebutuhan budaya pasien, dan
penguatan regulasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan yang inklusif
dan humanis. Dengan sinergi tersebut, rumah sakit tidak hanya memenuhi kewajiban
hukum, tetapi juga membangun kepercayaan pasien dan meningkatkan efektivitas

584



pengobatan, sehingga berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat
secara menyeluruh.
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